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Ringkasan

Otonomi merupakan salah satu angin segar bagi daerah untuk terus mengembangkan potensinya.
Salah satu yang diberikan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah atau
yang disebut sebagal desentralisasi. Salah satu yang diberikan otonomi adalah sektor pajak
daerah dan retribusi. Masalah publik yang diangkat di sini adalah pertambahan jumlah penduduk
yang mengakibatkan jumlah kendaraan meningkat, namun sector retribusi justru banyak
diwarnai parkir illegal. Metode penelitian digunakan kualitatif. Hasil didapatkan bahwa dalam
implementasi kebijakan terdapat kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pemahaman dari
masyarakat. Faktor pendukung di sini adalah kesadaran masyarakat dan faktor penghambatnya
adalah lemahnya penegakan hukum pada pelaku parkir ilegal .
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era daerah yang otonom sudah diputuskan sgjak dijalankannya reformasi. Otonomi
merupakan salah satu angin segar bagi daerah untuk terus mengembangkan potensinya. Salah
satu yang diberikan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah atau yang
disebut sebagai desentralisasi. Bagi daerah, desentralisasi termasuk ke dalamnya adalah
pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengambil, mengelola, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan anggaran yang didapat pada daerahnya sendiri. Pada
sebelum era otonomi ini daerah bahkan tidak diberikan akses untuk mengelola dan
mengembangkan sumber dayanya sendiri. Namun dengan seiring perkembangan, pusat juga
tidak mampu mengatur beban kerja yang terpusat pada sistem pemerintahan. Selain itu banyak
daerah yang memiliki potensi protes tidak dapat menikmati hasil yang mereka kerjakan. Untuk
itulah otonomi daerah diciptakan.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasa dari daerah yang
dapat diambil sendiri oleh daerah tersebut sebagai landasan ekonomi untuk keperluan daerahnya.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada
pengaturannya memberikan kewenangan desentralisas pada daerah untuk mengambil sektor-
sektor yang diperbolehkan sebagai PAD. PAD méliputi pajak, retribusi daerah, serta hasil
pengel olaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang dianggap sah.

Pemerintah daerah melalui upaya peningkatan PAD, dapat mengambil sumber PAD

berdasarkan ketentuan yang ada. Selain itu juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dan



situasi sosial. Dengan kata lain, dalam mengoptimalkan kegiatan otonomi, upaya yang harus
dilaksanakan adalah dengan memungut pgak atau retribusi daerah karena kedua komponen
tersebut merupakan komponen yang berpengaruh besar terhadap pendapatan suatu daerah.
Daam hal ini, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi daerah
sebagai mana ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang juga diberikan
kewenangan untuk mengambil dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya
Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2019-2020 mencapai £5.600 jiwa/lkm2 (BPS.go.id,
2020). Berdasarkan jumlah tersebut ternyata dapat dianalisa lgju pertumbuhan penduduk di Kota
Pasuruan berdampak terhadap peningkatan jumlah kendaraan. Atas peningkatan tersebut ada
multiple effect yaitu kebutuhan akan ketersediaan area atau lahan parkir di Kota Pasuruan juga
semakin meningkat dan disinilah letak masalah publiknya.

Sgjak diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir pada 2010, peraturan
ini diberlakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan penyelenggaraan parkir di
tepi jalan umum. Perkembangan terakhir pada tahun 2019 untuk area yang bebas retribusi parkir
di tepi jalan umum yang dikelola Pemkot Pasuruan meliputi 80an titik parkir. Tujuan
dilakukannya penetapan lokasi/titik parkir untuk menekan pungutan liar dan premanisme yang
meresahkan masyarakat.

Retribusi parkir yang ada di Kota Pasuruan tidak gratis tetapi berlangganan
(https://radarjatim.id,2020). Petugas parkir/juru parkir tidak diperkenankan untuk menarik biaya
parkir di tepi jalan umum apabila pemilik kendaraan sudah melakukan pembayaran yang juga

dilakukan di Samsat.



Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam
terhadap kondisi dan permasalahan yang ada terkait “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanaimplementas kebijakan retribusi parkir berlangganan?

2. Apa sga yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir
berlangganan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan .

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan retribusi parkir

berlangganan.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran
daam perkembangan ilmu pengetahuan Administras pada umumnya dan hubungan
Administrasi dengan kebijakan Pendapatan Asli Daerah.

2. SecaraPraktis
a. Untuk Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat

terkait perkembangan di bidang kebijakan publik mengena implementasi kebijakan
retribusi parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD dan menjadi referens untuk

penelitian selanjutnya.



b. Untuk Pemerintah, supaya penelitian ini bisa menjadi tambahan pemikiran sebaga acuan
dan pertimbangan dalam mel aksanakan kebijakan parkir berlangganan.
c. Untuk Pendliti, hasil penelitian ini untuk mengembangkan khasanah keilmuan peneliti di

bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan retribusi parkir.
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